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ABSTRAK
Ulandari, No pokok E 111 11 003, dengan judul “keterpilihan kalangan non
bangsawan pada pemilihan kepala Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba Tahun 2013”. Di bawah pembimbingan Drs. H. A.
Yakub, M.Si sebagai pembimbing I dan A. Naharudddin, S.Ip, M.Si sebagai
pembimbing II.
Penguasaan simbolik dan modal sosial (social capital) elit lokal
seperti bangsawan karaeng di Bulukumba Sulawesi Selatan menjadikan
kelompok kultur tersebut melakukan praktik dominasi yang sangat kuat.
Modalitas politiknya kemudian terakumulasi sehingga mendominasi
pertarungan politik. Salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang
menggunakan strata kebangsawanan sebagai alat politik adalah Desa Bonto
Haru. Semenjak Desa Bonto Haru terbentuk  dari tahun ke tahun sampai
tahun 2013 semua yang menjabat sebagai kepala desa ialah seorang
bangsawan tetapi terjadi perubahan pada pemilihan kepala desa pada tahun
2013 yang terpilih adalah dari kalangan non bangsawan.
Penelitian ini bertujan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
keterpilihan kalangan non bangswan dalam  pemilihan kepala Desa Bonto
Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penulis juga melakukan
penelitian deskriptif eksploratif dengan dasar penelitian kualitatif.
pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang di
anggap memahami faktor keterpilihan Baharuddin S.Pd serta
melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, koran,
internet dan lain – lain
Hasil penelitian menunjukan bahwa keterpilihan Baharuddin S.Pd
menunjukkan karena modal sosial, relasi patron klien, dan ketokohannya
dalam masyarakat. Terjadi perubahan dari perilaku pemilih yang tidak lagi
mengutamakan status kebangsawanan dari caoln kepala desa melainkan
dari sikap dan perilaku yang selama ini dibangun oleh Baharuddin S.Pd
yang sesuai dengan harapan masyarakat Bonto Haru.
ABSTRACT
Ulandari, principal E No. 111 11 003, with the title of "chosenness among
non nobles in elections Bonto Haru Ale Rilau Bulukumba District of the Year
2013". Under the guidance of Drs. HA Jacob, M.Si as supervisor I and A.
Naharudddin, S. Ip, M.Si as supervisor II.
Mastery of symbolic and social capital (social capital) local
elites like royalty Karaeng in South Sulawesi Bulukumba make the culture
group practices a very strong dominance. Political modality then
accumulates so dominated the political battle. One village in Bulukumba that
use strata of nobility as a political tool is Bonto Haru. Since Bonto Haru
formed from year to year until the year 2013 all of which served as the
village head is a noble but a change in village elections in 2013 selected
were from non nobility.
This study bertujan to describe and analyze the election of
the non bangswan in the election of the head of the District Rilau Bonto Haru
Ale Bulukumba. I also conduct basic research with descriptive exploratory
qualitative research. data collection was done by interviewing key informants
were considered to understand the desirability factor Baharuddin S.Pd and
equip it with some written references such as books, newspapers, the
internet and other - other
The results showed that the election of Baharuddin S.Pd
shows as social capital, patron-client relations, and stature in society. There
is a change of behavior of voters who no longer give priority status caoln
nobility of the village head, but of attitudes and behaviors that had been built
by Baharuddin S.Pd in accordance with the expectations of society Bonto
Haru.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjaga keberlangsungan sebuah tatanan dalam
kehidupan bernegara, diperlukan seseorang yang memiliki
kecakapan untuk mengatur kehidupan bersama tersebut. Seseorang
yang dipilih secara kolektif dan dianggap bisa memimpin orang
banyak. Demokrasi telah memberikan ruang yang layak untuk
memilih pemimpin, mulai dari kepala negara hingga kepala desa.
Salah satu kemajuan dari model demokrasi adalah dengan
diberikannya keleluasaan penuh bagi desa untuk mengatur dirinya
sendiri melalui otonomi desa.
Otonomi desa adalah kebebasan yang diberikan oleh
pemerintah kepada desa untuk dapat mengatur urusan rumah
tangganya sendiri seperti dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.
Landasan dari penerapan otonomi desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat. Salah satu bentuk otonomi desa yang dlakukan oleh
desa dalam bidang politik adalah pemilihan kepala desa. Dalam
pemilihan kepala desa tersebut masyarakat desa memilih secara
langsung calon kepala desa yang dikehendakinya. Pemilihan kepala
2desa merupakan salah satu bentuk politik lokal di tingkat desa yang
sejalan dalam mewujudkan otonomi desa.
Mewujudkan demokrasi dalam pemilihan kepala desa harus
diikuti dengan corak masyarakat yang terbuka. Beberapa desa di
pelosok masih menganut sistem feodalisme seperti Desa Bonto Haru
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dimana mereka
menggantungkan tungku kepemimpinan terbatas hanya pada
golongan bangsawan saja .
Gelar kebangsawanan tersebut diperoleh dari garis
keturunan yang merupakan gelar kerajaan dulunya. Gelar andi
misalnya, merupakan gelar yang pertama kali digunakan pada
kerajaan bone kemudian berkembang ke seluruh pelosok yang
bersuku bugis. Karaeng sendiri adalah gelar kebangsawanan dari
kerajaan makassar yang juga turun ke pelosok yang bersuku
makassar. Namun garis keturunan antara bugis dan makassar tidak
lagi kaku. Sulit membedakan mana yang berketurunan bugis dan
makassar pada daerah daerah lain yang bukan sumber peletakan
nama gelar tersebut.
Sebagai daerah yang secara historis terbangun dari
periodisasi kerajaan yang sangat kuat yakni Kerajaan Goa, Kerajaan
Makassar dan Kerajaan Bone, masyarakat Sulawesi selatan
kebanyakan masih sangat feodal. Pembagian stratifikasi sosial antara
3bangsawan dan bukan bangsawan atau ata (hamba sahaya) masih
sangat kental. Sekaligus secara sosiologis, dimana ada kelompok elit
kultur yang dominan dan berkuasa serta relatif mendapat akses
politik lebih besar.
Strata sosial tersebut berimbas dalam konteks politik,
terutama ketika kran politik partisipatif berlangsung. Elit - elit kultur di
Sulawesi Selatan sebagian besar meloncat menjadi elit politik bahkan
menguasai basis ekonomi (atau sekaligus menjadi elit ekonomi).
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat kelompok etnis
utama, yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Namun demikian
birokrasi dan ruang politik didominasi oleh etnis Bugis dan Makassar.
Pengaruh kedua etnis ini memang sangat kuat bahkan sudah
sangat berbaur menjadi kekuatan besar yakni etnis Bugis-Makassar.
Salah satu faktor yang membuat etnis Bugis-Makassar semakin
dominan, karena selain mereka mayoritas, mereka pun kebanyakan
beragama Islam. Sulawesi-Selatan yang mayoritas penduduknya
beragama Islam dikenal sangat ideologis dan fanatik serta memiliki
kesejarahan panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia.
Warisan kerajaan masa lampau yang masih berpengaruh di Sulsel
hingga sekarang adalah pengaruh bangsawan di bidang sosial politik.
Bangsawan bugis yang bergelar ‘Andi’ dan bangsawan Makassar
yang bergelar ‘Karaeng’ secara historis memiliki posisi terhormat
4dalam masyarakat. Keluarga bangsawan Sulawesi selatan umumnya
memiliki tanah yang cukup luas serta banyak bekerja sebagai
pegawai pemerintah dan politisi. Dalam struktur stratifikasi sosial,
mereka tergolong kelompok elit bersama - sama dengan para
profesional, pengusaha, intelektual, agamawan, dan sebagainya.
Dalam konteks kekinian, bangsawan tersebut masih memainkan
peran sebagai patron dengan memelihara hubungan dengan para
pengikutnya salah satu contohnya di Daerah Bulukumba adalah
salah satu daerah yang masih kental dengan nuansa
kebangsawanan yang melekat pada diri seseorang yang merupakan
keturunan bugis makassar. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan
kata kareang didepan nama. Atau masih melekatnya budaya
meninggikan mereka yang berketurunan bangsawan, seperti yang
sering terlihat pada acara - acara pernikahan. Mereka yang bergelar
bangsawan kerap diberikan ruang di bangku yang paling depan.
Penguasaan simbolik dan modal sosial (social capital) elit
lokal seperti bangsawan karaeng di Bulukumba Sulawesi Selatan
menjadikan kelompok kultur tersebut melakukan praktik dominasi
yang sangat kuat. Basis massa yang dikuasai karaeng tidak saja
secara genetika, tetapi juga penguasaan ekonomi yang sifatnya
warisan dari leluhurnya. Modalitas politiknya kemudian terakumulasi
sehingga mendominasi pertarungan politik. Salah satu desa di
5Kabupaten Bulukumba yang menggunakan strata kebangsawanan
sebagai alat politik adalah Desa Bonto Haru. Hal yang menjadi ciri
khas dari wilayah ini adalah sistem kemasyarakatan yang masih
kental dengan sistem feodal, atau tradisional. Semenjak Desa Bonto
Haru terbentuk  dari tahun ke tahun sampai tahun 2013 semua yang
menjabat sebagai kepala desa ialah seorang bangsawan.
Kepala desa yang memiliki status bangsawan, merupakan
orang yang paling dihormati. Sebab, konteks masyarakat desa,
mereka yang merupakan golongan bangsawan bahkan tanpa
memiliki jabatan struktural apapun sangat dihargai dan diikuti
petuahnya. Apalagi jika seorang bangsawan adalah kepala desa.
Sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh bangsawan cenderung
sangat cair, dan tidak kaku.
Sejak awal Desa Bonto Haru berdiri sebagai desa pada tahun
1989, pemerintah desa pertama yang yang menjabat sebagai kepala
desa adalah H. Andi. Muh. Dahlan yang menjabat selama 4 tahun.
Kemudian Andi. Muh. Nur selama 8 tahun, lalu Andi Mattuppuang
S.Sos. selama 10 tahun. ketiga kepala desa awal ini kesemuanya
adalah dari golongan bangsawan. Namun pada saat tahun 2013
seorang kepala desa yang terpilih bukan dari golongan bangsawan
yaitu Baharuddin S.Pd.
6Pada pemilihan yang dimenangkan oleh baharuddin, ia
melawan 2 orang yang merupakan golongan bangsawan dan 1 orang
dari golongan non bangsawan. Namun karena upaya dan strategi
politik yang ia bangun akhirnya ia dapat memenangkan pertarungan
tersebut.
Sehingga dari kasus tersebut maka penulis perlu untuk
melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul
KETERPILIHAN KALANGAN NON BANGSAWAN DALAM
PILKADES DESA BONTO HARU KECAMATAN RILAU ALE
KABUPATEN BULUKUMBA  TAHUN 2013
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
maka persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi terpilihnya Baharuddin,
S.Pd sebagai kepala Desa Bonto Haru ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan
golongan non bangsawan?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
mengetahui bagaimana keterpilihan kalangan non bangsawan dalam
7pilkades Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten
Bulukumba Tahun 2013
D.1 Manfaat Akademis :
a) Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi
terpilihnya Baharuddin , S.Pd sebagai kepala Desa Bonto
Haru.
b) Untuk mengetahui bagaimana persapsi masyarakat
terhadap kepemimpinan golongan non bangsawan.
D.2 Manfaat Praktis :
a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami pengaruh politik non
bangsawan dalam penempatan sebagai kepala desa Di
Kabupaten Bulukumba.
b) Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar
sarjana ilmu politik.
c) sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara
pribadi.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Lapisan masyarakat (stratifikasi sosial)
Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan
tertentu terhadap hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada
kedudukan yang lebih tinggi dari hal lainnya. Kalau suatu masyarakat
lebih menghargai kekayaan materil daripada kehormatan, misalnya,
mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materil akan
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat,
yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok
dalam kedudukan yang beda secara vertikal.
Bahkan pada zaman kuno dahulu, filsuf Aristoteles (yunani)
mengatakan di dalam negara terhadap tiga unsur, yaitu mereka kaya
sekali, melarat, dan berada di tengah – tengahnya. Ucapan demikian
yang paling tidak membuktikan bahwa di zaman itu, dan sebelumnya,
orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai
kedudukan bertingkat dari bawah ke atas. Seseorang sosiolog
terkemuka, yaitu Pitirim A.Sorokin, pernah mengatakan bahwa sistem
lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap
masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki suatu
9yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap
masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya
sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berhargai dalam
pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah.
Di antara lapisan yang atasan dan yang rendah itu, ada
lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh meraka yang
hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya
golongan yang berada dalam lapisan atasan tidak hanya memiliki
satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi
kedudukan yang tinggi itu bersifat kumulatif. Mereka yang memiliki
uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan
mungkin juga kehormatan sedangkan mereka mempunyai kekuasaan
besar mudah menjadi kaya dan mengusai ilmu pengetahuan. Sistem
lapisan dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan
social stratification kata stratification berasal dari stratum (jamaknya:
strata yang berarti lapisan). Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa
social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke
dalam kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudan adalah kelas
tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya menurut sorokin,
dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbanyan dalam
pembagian hak dan kewajiban, dan tanggung jawab nilai – nilai sosial
pengaruhnya di antara anggota – anggota masyarakat.
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Bentuk lapisan masyarakat berbeda – beda dan banyak
sekali lapisan tersebut tetap ada, sekalipun dalam masyarakat
kapitalis, demokratis, komunistis, dll. Lapisn masyarakat dari mulai
ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam
suatu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat yang bertaraf
kebudayaan masih bersahaja. Lapisan masyarakat mula didasarkan
pada berbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dengan yang
dipimpin, golongan buangan/budak dan bukan buangan/budak,
pembagian kerja, dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan
kekayaan. Semakin rumit dan semakin maju teknologi suatu
masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan masyarakat.
Pada masyarakat yang kecil serta bersahaja, biasanya
bembedaan kedudukan dan peranan bersifat minim karena warganya
sedikit dan orang yang dianggap tinggi kedudukannya juga tak
banyak, baik macam maupun jumlahnya. Di dalam masyarakat yang
sudah kompleks, pembeda kedudukan dan peranan juga bersifat
kompleks karena banyaknya orang dan aneka warna ukuran yang
dapat ditentukan terhadapnya.
Lapisan tersebut tidak hanya dapat di jumpai pada
masyarakat manusia, tetapi juga ada pada masyarakat hewan dan
tumbuh - tumbuhan. Ada golongan hewan merayap, menyusui, dll.
Bahkan di kalangan hewan menyusui, umpamanya kera, ada lapisan
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pimpinan dan yang dipimpin,berbeda pekerjaan yang didasarkan
pada pembedaan seks, dan seterusnya. Demikian juga di kalangan
dunia tubuhan dikenal adanya tumbuh – tumbuhan parasitis, yang
sanggup bediri sediri dan lain sebgainya. Akan tetapi, pembicaran
kita hanya akan dibatasi pada lapisan masyarakat manusia.
Lapisan masyarakat tersebut memiliki banyak bentuk konkret.
Akan tetapi, secara prinsipil bentuk tersebut pada di klasifikasikan
kedalam tiga macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan
didasarkan pada jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya,
ketiga pokok tadi mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang
lainnya, di mana terjadi saling mempengaruhi. Misalnya, mereka
yang termasuk kedalam suatu lapisan atas dasar ukuran politis
biasanya juga merupakan orang yang menduduki suatu lapisan
tertentu atas dasar ekonomis. Demikian pula mereka yang kaya
biasanya mempunyai jabatan yang senantiasa penting. Akan tetapi,
tidak semua demikian keadaannya. Hal itu semua tergantung pada
sistem nilai yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat
bersangkutan.
A.1. Kelas – kelas dalam masyarakat (social classes )
Di  dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai
istilah kelas (social class). (Selo Soemardjan dan Soelaeman
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Soemardi, 1964:255) seperti yang sering terjadi dengan beberapa
istilah lain dalam sosiologi, istilah kelas juga selalu mempunyai arti
yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem
kedudukan yang pokok dalam masyarakat.
Penjumlahan kelas dalam masyarakat tersebut, misalnya
(Ronald Freedaman, Amos H. Hawley, Warner S. Landecker, Horace
M, 1952 : 229). Artinya, semua orang dan keluarga yang sadar akan
kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum.
sole soemardjan dan soelaeman soelardi (225). Dengan demikian,
pengertian kelas paralel dengan pengertian lapisan tampa
membedakan apakah dasar lapisan itu faktor uang, tanah,
kekuasaan, atau dasar lainnya.
Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk
lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis. Sementara itu,
lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok
kedudukan. Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan
pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan. Kurt
B. Mayer ( 281 )
Max Weber( hlm 303 ) mengadakan pembedaan antara
dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap
mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang
bersifat ekonomis dibaginya lagi kedalam sub kelas yang bergerak
13
dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di
samping itu, Max Weber menyebutkan adanya golongan yang
mendapatkan kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakan
stand.
Joseph Schumpeter ( hlm 293 ) mengatakan bahwa kelas
dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan
masyarakat dengan keperluan yang nyata. Maka kelas dan gejala
kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengertdengan benar pabila
diketahui riwayat terjadinya.
A.2. Dasar lapisan masyarakat
Di antara lapisan atasan dengan yang rendah, terhadap
lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak
hanya memilikisatu macam saja dari apa yang dihargai oleh
masyarakat. Akan tetapi, kedudukannay yang tinggi itu bersifat
kumulatif. artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan
mudah sekali mendapatka tanah, kekuasaan dan mungkin juga
kehormatan. ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk
menggolongkan anggota – anggotanya masyarakat kedalam suatu
lapisan adalah sebagai berikut:
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1. Ukuran kekayaan
Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk
dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat
dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya,
cara mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang
dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang mahal dan
seterusnya.
2. Ukuran kekuasaan
Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai
wewenang terbesar menempati lapisan atas.
3. Ukuran kehormatan
Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran
kekayaan dan/atau kekuasaan.orang yang paling disegani dan
dihormati,mendapat tempat yang teratas.ukuran semacam ini
banyak dijumpai pada masyarakat – masyarakat tradisional.
Biasanya mereka adalah golongan tu atau mereka yang pernah
berjasa.
4. Ukuran ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat
yang mengahargai ilmu pengetahuan. Akan tetap, ukuran
tersebut kadang menyebabkan terjadinya akibat yang negatif
karena ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan
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ukuran, tetapi gelar keserjanaannya. sudah tentu hal yang
demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar,
walau tidak halal. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif karena
masih ada ukuran – ukuran lain yang dapat digunakan. Akan
tetapi, ukaran di atas amat menentukan sebagai dasat
timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. R
Soepomo (1966 :51)
A.3. Unsur – unsur lapisan masyarakat
Hal yang mewujudkan unsur dalalm teori sosiologi tentang
sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan
peranan (Sole Soemardjan dan soelaeman soemardi : 256).
Kedudukan dan peranan merupakan unsur baku dalam sistem
lapisan, dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial. Sistem
sosial adalah pola yang mengatur hubungan timbal balik antar
individu dalam masyarakat dan antar individu dengan
masyarakatnya, dan tingkah laku individu tersebut (Ralph Linton
1956 : 105). Dalam hubungan timbal balik tersebut, kedudukan
dan peranan individu mempunyai arti yang penting karena
langgengnya masyarakat tergantung pada keseimbangan
kepentingan individu tersebut. Untuk mendapatka gambaran
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yang agak mendalam, kedua hal tersebut akan dibicarakan
tersendiri di bawah ini.
1. Kedudukan (status)
kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (status)
dengan kedudukan sosial (social status).(Roucek dan Warren
1962 : 60 ). kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi
seseorang dalam kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya
tempat seseorang secara umum dalam masyarakat
sehubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan
pergaulannya, prestasinya dan hak serta kewajibannya.
Untuk lebih mudah mendapatkan pengertiannya, kedua
istilah tersebut akan dipergunakan dalam arti yang sama dan
digambarkan dengan istilah “kedudukan ( status ) saja.
Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua
macam kedudukan, yaitu sebagai berikut.
a. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalalm
masyarakat tampa memperhatikan perbedaan rohaniah
dan kemampuan.
b. Achieved status adalah  dudukan yang dicapai seseorang
dengan usaha disengaja. Kedudukan ini diperoleh atas
dasar kelahiran. Akan tetapi, bersifat terbuka bagi siapa
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saja, tergantung dari kemampuan masing – masing
dalam mengejar sertai mencapai tujuannya.
2. Peranan (role)
Peranan menurut Soeknato (1982) merupakan aspek
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan
antara kedudukan dan peranan adalah untuk  kepentingan
ilmu pengetahuan. Kedudukan tak dapat pisahkan karena
yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. tak
ada peranan tampa kedudukan atau kedudukan tampa
peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan
juga mempunyai dua arti (Ralph : 114). Setiap orang
mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari
pola pergaulan hidupnya. hal ini sekaligus berarti bahwa
peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi
masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya. Ely Chinoy (1961 : 31).
Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai
berikut Levison (1964 :204) :
a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
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peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan
yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang
dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu
yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
B. Mobilitas sosial (social mobility)
1. Pengertian umum dan jenis – jenis gerakan sosial
Gerakan sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial
(Kimball Young dan Raymond, 1959 : 293) yaitu pola tertentu
yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur
sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok
dan hubungan antara individu dengan kelompoknya (Henry,
Pratt Faircchild ).
Tipe – tipe gerakan sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu
sebagi berikut.
a. Horizontal, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya
berpindah dari suatu kelompok sosial yang satu ke
kelompok sosial lainnya yang sederajat.
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b. Vertical, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya
berpindah dari satu kedudukan sosial ke kedudukan
yang lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan
arahnya, maka derdapat dua jenis gerakan sosial yang
vertikal, yaitu yang naik (social climbing ) dan yang turun
(social sinking).
C. Konsep pemilihan kepala desa
Pemilihan kepala desa, atau sering di singkat pilkades,
adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga
setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri
sipil, kepala desa merupakan jabatan yang diduduki oleh warga
biasa.
Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor
72 tahun 2005 tentang desa:
1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4
(empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala
desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon
yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan
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kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan
tahap pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD
membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur
perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan
tokoh masyarakat.Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan
identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang
ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan
melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada
BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan
penyaringan bakal calon kepala desa sesuai
persyaratan;Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi
persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh
panitia pemilihan.
6. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada
masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon kepala desa dapat, melakukan kampanye sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon
kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang
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mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia pemilihan
kepala desa melaporkan hash pemilihan kepala desa kepada
BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan
Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
8. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada
Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi
kepala desa terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10.Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama
15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan
Bupati/Walikota.
11.Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa  (pilkades)
dapat dipahmi sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap
politik partisifatif dari masyarakatdaalam bingkai demokratisasi pada
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tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang
perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
yang mengakui penyelenggaraanpemerintah desa sebagai subsistem
dari sistem penyelenggaraan pemerintah dimana desa berhak dan
memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.
D. Teori Perubahan Sosial
Menurut Sztompka, masyarakat senantiasa mengalami
perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian
sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak
linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear.
Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses
pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat,
meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan
sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.
Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan
ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan
organisasi, dan ditingkat mikro sendiri terjadi perubahan interaksi,
dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik
(entity), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat
ganda (Sztompka, 2004). Alfred (dalam Sztompka, 2004),
menyebutkan masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan
yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang kaku
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tetapi sebagai aliaran peristiwa terus-menerus tiada henti. Diakui
bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa) hanya
dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu didalamnya,
seperti adanya tindakan, perubahan, dan proses tertentu yang
senantiasa bekerja. Sedangkan Farley mendefinisikan perubahan
sosial sebagai perubahan pola prilaku, hubungan sosial, lembaga ,
dan struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan sosial dapat
dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup
sistem sosial. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara keadaan
sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Parson
mengasumsikan bahwa ketika masyarakat berubah, umumnya
masyarakat itu tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk
menanggulangi masalah yang dihadapinya. Sebaliknya, perubahan
sosial marxian menyatakan kehidupan sosial pada akhirnya
menyebabkan kehancuran kapitalis.
D.1.Aspek sosial
Perubahan dari aspek sosial merupakan suatu proses
perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi, aspek
kehidupan sosial, interaksi sosial, status sosial dan tindakan sosial
lainnya. Perubahan kendatinya terjadi karena adanya perubahan
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sikap dan perasaan bahwa ingin merubah struktur yang sudah ada
menjadi lebih baik lagi.
Mengenai masyarakat kuno, dapat diambil cina sebagai
contohnya, pandangan Hegelian yang menyatakan cina telah
melampaui tingkat kemandekan struktur sosial, tidak dapat lagi di
pertahankan. Semakin jelas bahwa sejarah cina penuh
pergolakan, perubahan tiba - tiba, dan perubahan bertahap.
Misalnya dalam periode yang disebut periode revolusi, cina sangat
berubah bersama dengan masyarakat besar lainnya di zaman itu.
Sejak tahun 900-200 SM, struktur masyarakat maupun pemikiran
orang cina terus-menerus mengalami perubahan. Di abad - abad
berikutnya, terjadi perbedaan secara menonjol dibanding dengan
periode revolusi yang ditandai perubahan masyarakat yang sangat
cepat itu, tetapi tidak menunjukkan suatu masyarakat kedalam
kemandekan dan tidak berubah selama jangka panjang (Lauer,
1989). Status sosial tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah
sesuai dengan ruang dan waktu tempat seseorang itu hidup.
Perubahan status itu berdampak pada perubahan peran sosial
seseorang secara mendadak pula. Kondisi ini potensial
menyebabkan konflik peran ( ketidak sesuaian peran sosial dalam
dua atau lebih status sosial yang sedang terjadi secara
bersamaan), yang menjadi akar permasalahan sosial secara
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makro. Kehidupan orang-orang tionghoa semakin berubah seiring
perkembangan zaman, baik secara kehidupan sosialnya maupun
perekonomiannya. Kehidupan sosial meliputi status sosial,
interaksi tionghoa dengan pribumi serta tindakan sosial lainnya
masa ke masa semakin membaik. Jika dahulu status sosial orang
tionghoa sebagai minoritas di tengah mayoritas penduduk
Indonesia sangat rendah, maka di tahun - tahun berikutnya
mereka menjadi orang - orang yang diperhitungkan status
sosialnya.
D.2. Aspek ekonomi
Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa
mengalami perubahan - perubahan. Hal ini terjadi karena manusia
mempunyai kepentingan - kepentingan yang berbeda. Perubahan
ini adalah merupakan fenomena sosial yang wajar. Menurut
Suwarsono (1991), bahwa kenyataan sosial selalu berada terus-
menerus dalam proses perubahan. Demikian pula yang
diungkapkan oleh Soekanto (2000), bahwa setiap masyarakat
pasti pernah mengalami perubahan, ini disebabkan tidak adanya
masyarakat yang hidup secara terisolasi mutlak. Perubahan sosial
dari aspek ekonomi, merupakan proses berubahnya sistem di
masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian
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masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata
pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan
taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Para ahli sosiologi
mempercayai bahwa, masyarakat manapun pasti mengalami
perubahan berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun yang
lalu. Perbedaannya dengan yang terjadi di masa yang lalu adalah
dalam hal kecepatannya, intensitasnya, dan sumber - sumbernya.
Perubahan sosial sekarang ini berlangsung lebih cepat dan lebih
intensif, sementara itu sumber-sumber perubahan dan unsur yang
mengalami perubahan juga lebih banyak. Perubahan - perubahan
yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu
kemunduran. Unsur - unsur yang mengalami perubahan biasanya
adalah mengenai nilai - nilai sosial, norma sosial, pola-pola
perikelakuan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan,
stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan
sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat
berkembang, perubahan - perubahan sosial dan kebudayaan
selalu berkaitan erat dengan ciri dan bentuk perekonomiannya.
Sikap tertentu juga merintangi perubahan. Pembangunan
ekonomi akan terhambat kecuali jika maumempelajari sikap
bekerjasama, mengkehendaki kemajuan, menghargai pekerjaan,
dan sebagainya. Bahkan perubahan menjanjikan pemenuhan
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kebutuhan dasar seperti pemeliharaan kesehatan sekalipun,
mungkin menghadapi rintangan karena sikap tradisional.
E. Perbandingan strategi politik antar bangsawan dan non
bangsawan ditingkat lokal
Menurut Haryanto (2005:72), Elit bisa diartikan sebagai
seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keunggulan-
keunggulan yang melekat pada dirinya sehingga menjalankan peran
yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.
Dengan demikian elit bisa terbentuk dalam beragam bidang, baik
politik, ekonomi dan budaya.Pemilihan kepala daerah langsung
(Pilkada) yang berlangsung sejak tahun 2005 sebagai manifestasi
politik desentralisasi kemudian menjadi kesempatan emas bagi
kebangkitan elit lokal. Fenomena ini bisa juga disebut sebagai
refeodalisasi yakni bangkitnya kelompok - kelompok primordial dalam
politik. Dalam konteks yang lebih nyata, refeodalisasi politik
melahirkan praktik informal governance (pemerintahan informal) atau
shadow state. Fenomena ini bukanlah hal yang baru, pada tataran
teoritis pembicaraan tentang hal ini sudah muncul sejak tahun 1990-
an. (Barbara Harris-White 2003) menemukan bahwa praktik shadow
state akan mewabah kuat di daerah seiring Otonomi Daerah (Otoda).
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Kekuatan itu dibangun oleh struktur sosial baik berupa kelas, kasta
dan gender merepresentasikan diri sebagai elit masyarakat. (Henk
Schulte Nordholt dan gerry van Klinken : 2007)..
Penguasaan simbolik dan modal sosial (social capital) elit
lokal seperti bangsawan Andi di Bulukumba Sulawesi Selatan
menjadikan kelompok kultur tersebut melakukan praktik dominasi
yang sangat kuat. Basis-basis massa yang dikuasai Andi tidak saja
secara genetika, tetapi juga penguasaan ekonomi yang sifatnya
warisan dari leluhurnya. Modalitas politiknya kemudian terakumulasi
sehingga mendominasi pertarungan politik. Bangsawan Andi
kemudian menjadi patron dalam politik, dimana clientnya memiliki
loyalitas yang kuat. Pertukaran sumber daya antara patron yang
bangsawan dengan client yang umumnya masyarakat kelas bawah
biasanya karena kepatuhan dan pengabdian secara historis. Ada
sekumpulan masyarakat misalnya yang memang menjadi pengikut
nenek moyang bangsawan tertentu dan terjadi secara turun -
temurun. Bangsawan tersebut mengayomi kehidupan clientnya
melalui pertukaran sumber daya ekonomi, seperti memberi hak
penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil, bekerja dalam
lingkungan keluarga bangsawan atau bentuk pertukaran sumber
daya lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas pengaruh kaum
bangsawan memang sanagat kuat diranah lokal namun
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perkembangan politik kekinian beberapa hasil penelitian melihat
bahwa telah terjadi pergesaran paradikma yang berkembang di
masyarakat lokal. Perkembangan teknologi atau modernisasi telah
banyak mempengaruhi perilaku masyarakat di daerah, mereka mulai
memilih pemimpin tidak hanya berdasarkan latar belakang kesamaan
budaya dari calon pemimpinnya tapi hasil dari bukti sikap serta
integritas yang dimiliki oleh calon pemimpinnya.
Elit - elit politik sekarang hanya menjadikan kultur sebagai alat
tambahan dalam meraih simpati masyarakat namun yang menjadi hal
utama adalah kemamapuan yang dimiliki oleh orang tersebut dan
ditunjang juga oleh aspek ekonomi dan sosial yang mereka telah
bangun sejak awal.
Heddy S.Ahimsa putra(1988: 33-34) mengutup pendapat J.C.
Scott yang mengatakan bahwa gejala patron-klien tetap berlaku di
masyarakat pada masa  lalu hingga sekarang sekarang khususnya
di masyarakat Asia Tenggara, disebabkan oleh tiga kondisi
pendukung.
Kondisi pertama adalah terdapatnya perbedaan (inequality)
yang terjadi di masyarakat dalam hal kekayaan dan kekuasaan.
patron mendasarkan dirinya pada pengaturan kekuatan serta jalur
mendapatkan jabata. bukan pada pewarisan kedudukan atau
kepemilikan tanah. kondisi ini berubah pada masa pemerintahan
30
kolonial yang menerapkan komersialisasi ekonomi sehingga
kepemilikan tanah kemudian menjadi pemicu  munculnya gejala
patron-klien.
Kondisi kedua ditandai dengan perbedaan penguasaan
sumber daya yang kemudian tidak diikuti dengan adanya institusi
yang dapat menjamin keamanan individu baik menyangkut status
maupun kekayaan. kondisi ini kemudian diperparah dengan
kelangkaan sumber daya yang tentunya semakin membuat ketidak
amanan fisik bertambah besar resikonya karena berbenturan
beberapa kepentingan tidak dapat dihindari hubungan patronase
sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keamanan menjadi
pilihan jika keamanan sudah semakin terancam dan kontrol sosial
tidak bisa dijadikan tempat perlindungan. Memilih untuk “dekat pada
orang yang lebih kuat dengan harapan dapat melindunginya dari
ancaman merupakan solusi terbaik masa itu”. Sehingga secara
realitas ikatan - ikatan pribadi telah menggantikan peranan hukum,
nilai - nilai bersama dan institusi - institusi yang kuat. Kondisi yang
ketiga, jika ikatan kekerabatan ternyata tidak dapat diandalkan
sebagai satu-satunya cara untuk mencari perlindungan serta
meningkatkan penguasaan sumber daya. Efektifitas hubungan dalam
kelompok kekerabatan menjadi semakin berkurang sejak
diberlakukannya sistem ekonomi baru oleh pemerintah kolonial. untuk
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itu membina hunbungan dengan orang – orang di luar kerabat
merupakan tindakan yang jauh lebih efektif untuk memperoleh
kekayaan, status dan kekuasaan .
Ketiga kondisi pendukung tersebut mendeskripsikan kepada
kita situasi yang melatar belakangi hubungan patron-klien dianut oleh
masyarakat bugis yang biasa disebut ajjoreng-joa’ dalam masyarakat
Bugis patron biasanya diduduki oleh kalangan bangsawan yang
disebut ajjoreng atau pappuangeng. Sedang klien berasal dari
kalangan masyarakat biasa yang disebut joa’ atau ana guru
(pengikut). Hubungan patron dan klien merupakan hubungan
kewajiban timbal-balik. seorang patron berkewajiban untuk
melindungi joaqnya dari kesewenang - wenangan dari bangsawan
lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan
kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya,
klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya,
misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi
prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan - kegiatan lainnya
(pelras,1981:11). Dalam sistem politik orang bugis tradisional, garis
keturunan bukanlah jaminan untuk mendapatkan untuk mendapatkan
posisi jabatan politik. tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan
pedoman dalam proses sukses suatu kerajaan. Namun terdapat
sebuah petunjuk yang mengariskan bahwa untuk jabatan tertentu,
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calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seorang dari sekian
banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya dan dia sendiri
berasal dari status tertentu saja, jika akan terdapat beberapa
kandidat yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk
berkompentisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang dapat
memenangkan adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak
serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh, jadi secara
mendasar pengikut (joa’) dapat dibedakan dua jenis. Pertama,
pengikut dari kalangan orang biasa, yang mengabdi langsung
kepadanya dengan, misalnya, menjadi prajurit dalam pasukannya.
Kedua, adalah pengikut dari kalangan bangsawan yang menjadi
pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukun sendiri.
(pelras,1981:12-13). Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka
seorang patron harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya.
Terdapat beberapa cara untuk membangun dukungan jaringan klien,
cara pertama adalah dengan menunjukkan kedermawanan dan
membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan
melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding
yang lain. Cara lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan
pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan
menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling
berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut.
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Pengikut pada gilirannya akan merasa ikut terhormat,dan
berharap memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena
dengan memegang jabatan tersebut meningkatkan peluang patron
mereka untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang diperolehnya.
Selanjutnya adalah untuk melalui perwakilan politik yaitu dengan
menikahi keturunanatau keluarga bangsawaan yang memiliki joa’
yang banyak serta pendukung yang berpengaruh atau kharismatik.
(pelras,1981:15)
F. Budaya Politik
Pengertian Umum Budaya Politik Budaya politik merupakan
sistem nilai dan keyakinanyang dimiliki bersama oleh  masyarakat.
Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya,
seperti antara  masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di
Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson ,  kebudayaan
Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok  elite
dengan kelompok massa.  Almond dan Verba mendefinisikan budaya
politik sebagai suatu sikap orientasi yang  khas warga negara
terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap
terhadap  peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.
Dengan kata lain, bagaimana distribusi  pola-pola orientasi khusus
menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh
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mereka menyatakan, bahwa warga  negara senantiasa
mengidentifikasikan diri mereka dengan  simbol-simbol dan lembaga
kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan
orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan
peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara
teoritis sebagai berikut : Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-
nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos.
Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat.
Budaya politik tersebut memberikan rasionalisasi untuk menolak atau
menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dapat dilihat dari
aspek doktrin danaspek generiknya. Yang pertama menekankan pada
isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang
kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri
budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Hakikat
dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah
prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang
berhubungan dengan masalah tujuan. Bentuk budaya politik
menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat
militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.
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Pola  kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif
kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status
quoatau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan
ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknyamembawa
kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat
orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang
bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem
politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke
arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan
ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai
pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara
keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dariorientasi individual.
F.1 Budaya politik lokal di Bulukumba
Begitu kuatnya peran nilai-nilai budaya yang hadir ditengah
masyarakat turut memberikan andil dalam corak kehidupan politik lokal
hingga nasional menjadi perhatian khusus dalam pengkajian ilmu
politik, seperti halnya yang terjadi di salah satu daerah Sulawesi
Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba. Percaturan politik di Kabupaten
Bulukumba yang terus mengalami dinamika dalam beberapa tahun
semenjak era reformasi serta penerapan sistem demokrasi melalui
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regulasi pemilihan kepala pemerintahan dan legislatif secara langsung
oleh warga Negara yang terdaftar sebagai pemilih memberikan
indikasi bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi pemantik dinamisasi
tersebut, dan budaya politik menjadi refleksi yang memungkinkan
menjelaskan hal itu. Seperti halnya periode pergantian kepemimpinan,
potret mengenai suksesi pemilihan dan pola distribusi/alokasi
kepentingan merupakan gambaran nyata percaturan politik lokal
utamanya pada salah satu momen politik setempat.
G. Kepemilikan Modal & Tipologi Pemimpin Lokal
Meminjam pembagian modal menurut Casey (2008) maka
peneliti mencoba untuk mengkategorikan modal menjadi dua kategori
besar yaitu internal dan eksternal. Modal yang berasal dari dalam
individu pemimpin lokal disebut modal internal yang terdiri dari modal
manusia, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal manusia
digolongkan ke dalam modal internal dikarenakan indikator yang
berada dalam modal manusia merupakan indikator yang dapat
dicapai dengan usaha individu tersebut. Sama halnya dengan modal
sosial, pada modal sosial dapat dilihat bagaimana usaha pemimpin
lokal untuk mendapatkan dukungan, membuat jaringan, dan
menciptakan reputasi yang baik. Sedangkan pada modal ekonomi
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adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh individu pemimpin
lokal.
Kemudian modal yang berasal dari luar individu pemimpin
lokal atau dari atribut sosial pemimpin lokal termasuk dalam modal
eksternal yang terdiri dari modal institusi, modal simbolik, modal
budaya, dan modal moral. Modal institusi termasuk dalam kategori
modal eksternal dikarenakan institusi memberikan dampak kepada
pemimpin lokal atas keterlibatannya dalam institusi tersebut. Begitu
juga dengan modal simbolik, dimana prestise dan gelar diberikan
kepada individu oleh masyarakat atau institusi yang berwenang.
Kemudian modal budaya dan moral merupakan pendapat
masyarakat tentang tindakan, aktivitas serta kebijakan pemimpin
lokal terkait dengan budaya dan kapabilitasnya. Kedua kategori
tersebut saling memberikan pengaruh satu sama lain yang akhirnya
mempengaruhi posisi atau keterlibatan pemimpin lokal itu sendiri
dalam masyarakat.
Berangkat dari pembagian tersebut, terbentuk dua belas
tipologi pemimpin lokal, yaitu pemimpin lokal yang memiliki modal
manusia-institusi, manusia-simbolik, manusia-budaya, manusia-
moral, sosial-institusi, sosial-simbolik, sosial-budaya, sosial-moral,
ekonomi-institusi, ekonomi-simbolik, ekonomi-budaya, dan ekonomi-
moral. Terkait analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sajogyo
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dan Sajogyo, 2002; Iberamsjah, 1988; Fadhillah, 2007; Yanti, 2004;
dan Ginting, 1999) ditemukan enam tipologi pemimpin lokal yaitu :
(1). pemimpin lokal yang memiliki modal manusia-institusi; (2).
pemimpin lokal yang memiliki modal manusia-budaya; (3). pemimpin
lokal yang memiliki modal manusia-moral; (4). pemimpin lokal yang
memiliki modal sosial-simbolik; (5). pemimpin lokal yang memiliki
modal sosial-moral; dan (6). pemimpin lokal yang memiliki modal
ekonomi-simbolik. Pemimpin lokal yang memiliki modal manusia-
institusi memiliki legitimasi dan kemampuan yang baik dibidangnya.
Modal manusia-budaya merupakan modal yang dimiliki pemimpin
lokal yang pola kebiasaan masyarakatnya sejalan dengan
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pemimpin lokal. Hal ini
ditunjukkan dengan peran pemimpin lokal yang menjadi tempat
bertanya bagi masyarakat karena adanya anggapan bahwa
pemimpin lokal tersebut merupakan pihak yang patut diikuti
(Iberamsjah, 1988 dalam Peranan Elit Informal Desa Dalam Proses
Pembuatan Keputusan Pembangunan Desa).
Selanjutnya pemimpin lokal yang memiliki modal manusia-
moral adalah pemimpin lokal yang memiliki kemampuan dan
pendidikan yang baik serta opini publik yang positif. Hal ini merujuk
dalam kasus Hutan Adat Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung
Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Utara oleh Yanti (2004)
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disebutkan bahwa pemimpin lokal merupakan figure yang dapat
dipercaya, dihormati dan dapat membawa perubahan dalam
kehidupan. Berikutnya adalah pemimpin lokal yang memiliki modal
sosial dan simbolik. Pemimpin lokal yang memiliki modal ini adalah
pemimpin informal yang termasuk bangsawan desa dan mempunyai
jaringan yang luas. Hal ini terlihat dalam penelitian kasus Desa
Cibodas yang dilakukan oleh Sajogyo dan Sajogyo (2002). Tipologi
berikutnya adalah pemimpin lokal yang memiliki modal sosial - moral
yaitu pemimpin lokal yang kepemimpinannya kharismatik. Hal ini
merujuk pada penelitian kasus Kyai Pesantren di Pekalongan oleh
(Fadhillah :2007).
Modal ini menjelaskan adanya reputasi serta opini publik
yang positif sehingga pemimpin lokal tersebut memiliki pengaruh
terhadap masyarakat. Tipologi terakhir yaitu pemimpin lokal yang
memiliki modal ekonomi - simbolik adalah pemimpin lokal yang
merupakan bangsawan desa dan juga memiliki kekayaan yang dapat
mendukung pengaruhnya terhadap masyarakat.
H. KERANGKA PEMIKIRAN
Kepala desa yang memiliki status bangsawan, merupakan
orang yang paling dihormati. Sebab, konteks masyarakat desa,
mereka yang merupakan golongan bangsawan bahkan tanpa
memiliki jabatan struktural apapun sangat dihargai dan diikuti
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petuahnya. Apalagi jika seorang bangsawan adalah kepala desa.
Sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh bangsawan cenderung
sangat cair, dan tidak kaku.
Dalam pemilihan kepala Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau
Ale Kabupaten Bulukumba terjadi perubahan sikap pemilih yang pada
awalnya selalu yang menjadi kepala desa adalah dari kalangan
bangsawaan dan tidak pernah berubah sampai tahun 2013 hingga
pada pemilihan kepala desa yang terakhir justru yang terpilih adalah
dari golongan non bangsawan. Penulis melihat terjadinya pergeseran
perilaku pemilih dari memilih bangsawan menjadi non bangsawan
sebagai sebuah masalah sehingga penulis mempertanyakan apa
faktor yang digunakan oleh golongan non bangsawan sehingga
mampu memenangkan pemilu kades yang ke dua lawannya  berasal
dari golongan bangsawan dan satunya lagi dari golongan non
bangsawan dan di sini juga saya ingin mengetahui bagaimana
persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan golongan non
bangsawan setelah dia terpilih.
Melihat persoalan tersebut penulis menganalisis dengan
menggunakan teori gerakan sosial dan modal sosial. Sehingga
kepala yang desa terpilih mampu mengalahkan simbol
kebangsawanan (Karaeng) yang terbangun dari sejak awal di Desa
Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
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Untuk mempermudah memahami alur pemikiran pemikiran
penulis maka akan dibuatkan skema pikir sebagai berikut :
Skema Kerangka Pikir
PEMILIHAN KEPALA DESA PADA TAHUN 2013
NON BANGSAWANGOLONGAN
BANGSAWAN
KEMENANGAN GOLONGAN
NON BANGSAWAN
PERSEPSI MASYARAKAT
SETELAH TERPILIH
FAKTOR – FAKTOR
TERPILIHNYA MENJADI
KEPALA DESA
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini akan dibahas ada enam aspek, yaitu : Lokasi dan
Waktu Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian,
Sumber Data, sumber data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik
Analisis Data. Keenam hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Peneliti merujuk lokasi penelitian adalah kabupaten
bulukumba provinsi sulawesi selatan, sedangkan objek penelitian
adalah kaum  non bangsawan yang menjadi kepala desa yang
berlokasi di Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kab Bulukumba.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kurangnya golongan
non bangsawan yang berkiprah di dunia politik sehingga mereka
kurang menduduki pemerintahan di Desa Bonto Haru Kec Rilau Ale
kabupaten Bulukumba.
B. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian
B.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut
Meleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah,
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yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan
menganalisis suatu fenomena dalam konteks social secara
alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi
yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti
Penelitian kualitatif  menganalisa perilaku dan sikap politik yang
tidak dapat atau dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Penelitian
kualitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail
mungkin peristiwa atau kasus yang akan diteliti dengan tujuan
untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.
Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pada masalah
proses dan makna/persepsi, dimana peneliti diharapkan untuk
mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi
analisis yang teltiti dan penuh makna. Penelitian kualitatif akan
memudahkan peneliti menyusun proposal, melakukan
pengumpulan data, analisis, dan juga mengembangkn laporan
studinya. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan
wawancara mendalam dengan informan yang sangat
memahami permaslaahan yang diteliti.
B.2. Tipe Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif .
Penelitian deskriptif eksploratif yaitu untuk menggambarkan
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keadaan atau status fenomena dan hal ini penelitian hanya ingin
mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan keadaan
sesuatu, penelitian deskriptif eksploratif mencakup baik studi
tentang fenomena sebagaimana adanya, maupun menguji
hubungan antara berbagai variabel dalam fenomena yang
diteliti. Penelitian deskriptif eksploratif juga berkaitan dengan
pengumpulan data untuk memberikan gambaran  yang jelas
tentang suatu gejala, juga menjawab pertanyaan sehubungan
dengan status subjek penelitian pada saat ini. Metode yang
digunankan adalah metode survei. Alat yang dipilih sebagai
pengumpulan data adalah angket oleh responden yang
ditetapkan sebagai sampel.
C. Informan Penelitian
Informan penelitian atau subjek penelitian adalah sumber
data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian.
Adapun yng dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah
subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat
maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai
dengan kebutuhan data (purposive). Informan dalam penelitian ini
dipilih secara purposive yaitu memilih informan secara sengaja, untuk
dapat mengungkap hal diatas sehingga memungkinkan data dapat
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diperoleh. Informan penelitian initerbagi dalam 3 kategori, yaitu:
1. Kepala Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten
Bulukumba .
2. Masyarakat Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten
Bulukumba.
3. Tokoh masyarakat Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba
D. Sumber Data
D.1. Data Primer
Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis
menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang
berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan
cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis
sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi
penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para
informan, penulis menggunakan alat rekam dan alat tulis
menulis sebagai alat bantu.
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D.2. Data Sekunder
Data ini diperoleh dari study keputusan melalui data
literatur yang telah ada. Study keputusan dimaksud untuk
memperoleh teori, konsep maupun keterangan - keterangan
melalui hasil penelitian, buku-buku, majalah, atau bahan -
bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
E.1. Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara
wawancara mendalam dengan key informan yaitu orang yang
dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti
dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat
peneliti agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian
meski dalam praktek penelitian terdapat pertanyaanpertanyaan
berlanjut.
E.2. Dokumen/Arsip
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan
dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data
yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat
berupa dokumen tertulis, gambar/foto, rekaman audio atau film
audio-visual. Selain itu data statistik, laporan penelitian
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sebelumnya serta tulisan-tulisan ilmiah merupakan dokumen
penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang
dikumpulkan.
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara,
catatan lapangan, dan studi dokumentasi yang akan dipelajari dan
dibuatkan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara
kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dan kemudian dilakukan
penyeleksian untuk dikelompokkan, dan kemudian dianalisis secara
kualitatif, kemudian disajikan secara desktitif. Deskriptif dimaksudkan
untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau
kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel
yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
Setelah data yang dikategorisasikan tersebut diyakini
kebenarannya, selanjutnya dilakukan interpretasi data. Hal - hal
umum dan khusus dari interpretasi data, kemudian dikaitkan dengan
masalah dan tujuan penelitian serta dijadikan sebuah kesimpulan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di
Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan
tangkap yang cukup besar. Kabupaten bulukumba terbagi menjadi 10
kecamatan yaitu; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari,
Bontotiro ,Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale dan Kindang apa
bab ini akan dijelasakn mengenai profil Desa Bonto Haru Kecamatan
Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
A.    Kondisi desa
1. Sejarah Desa
Desa Bonto Haru merupakan salah satu dari ketiga batas
(13) desa yang ada di kecamatan Rilau Ale Kabupaten
Bulukumba. Desa Bonto haru terdiri dari atas empat (4) dusun
yakni  Dusun Sampeang , Masagena, Bentenge dan
Bontosunggu. Desa Bonto Haru adalah desa yang mayoritas
penduduknya adalah petani dan selebihnya selebihnya adalah
pedagang, pegawai dan pengusaha.
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Tabel 1. Kepala Desa Bontoharu 1989 s/d 2013
Tahun Peristiwa
1989-1993 Desa Bonto Haru berdiri sejak tahun 1989 yang
disepakati oleh seorang kepala Desa atas nama
H.A Muhammad Dahlan. Sedangkan Desa Bonto
Haru pada saat itu dipimpin seorang kepala Desa
persiapan Andi Muh. Arif selama tiga tahun.
1993-2002 Setelah tahun 1993 Desa Bonto Haru
mengadakan pemilihan kelapa Desa (Pilkades).
Yang mendapat suara terbanyak pada saat itu
adalah Andi. Muh. Nur.  Beliaulah yang
memimpin Desa Bonto Haru selama 8 tahun
mulai tahun 1993 sampai tahun 2002.
2002-2007 Tahun 2002 diadakan pemilihan kembali. Yang
mendapat suara terbanyak pada saat itu adalah
Andi. Mattupuang. Beliau memimpin Desa Bonto
Haru selama 5 tahun.
2007-2012 Setelah habis masa jabatan kepala Desa 5 tahun
diadakan pemilihan kembali. Yang unggul pada
saat itu masih Andi. Mattupuang. Beliaulah yang
memipin Desa Bonto Haru sampai sekarangyang
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telah berusia 21 tahun.
2013-2018 Tahun 2014 diadakanlah pemilihan kembali.
Yang mendapat suara terbanyak pada saat itu
Baharuddin S.Pd beliau adalah pemimpin Desa
Bonto Haru saat ini.
Sumber : Arsip Desa Bonto Haru tahun 2013
A. Demografi
Desa Bonto Haru memiliki luas wilayah 9.500 km² dan memiliki
jumlah penduduk per desember 2010 berjumlah 3054 orang dengan
jumlah kepala keluarga 705 KK.
B. Keaadaan sosial
Keadaan sosial masyarakat desa Bonto haru mayoritas dalam
suasana kehidupan gotong royong masih kuat dikalangan masyarakat,
adapun matapencaharian masyarakat umumnya menggantungkan
kehidupan pada pertanian dan perkebunan. Adapun dari segi agama
100 % menganit agama islam, sedangkat dari segi kelembagaan di
bidang pendidikan, desa Bonto Haru memiliki taman kanak – kanak
sejumlah 1 unit, sekolah dasar/madrasah sejumlah 1 unit, Sekolah
lanjutan tingkat pertama 1 unit, sekolah menengah kejuruan 1 unit
sedangkan kelembagaan di bidang non pendidikan terdiri dari lembaga
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kemasyarakatan misalnya seperti kelompok gotong royong, LKMD,
organisasi bapak- bapak, organisasi karang taruna, organisasi PKK,
organisasi pemuda dan organisasi perempuan.
Dari sejumlah kepala keluarga yang berada di Desa Bonto Haru
sebagian besar sedah memiliki jabatan sendiri sedangkan yang
lainnya menggunakan jabatan umum yang diberikan oleh pemerintah
daerah setempat. Prasarana kesehatan yang berlokasi di Desa Bonto
Haru terdiri dari puskesdes 1 unit, sedangkat sarana kesehatan terdiri
dari bidan Desa sejumlah 1 orang, di tambah 2 tenaga pendamping
sedangkan prasarana olah raga di Desa Bonto Haru terdiri dari
lapangan  sepak bola. Dan prasarana peribadatan terdiri dari mesjid
yang berjumlah 1 unit.
C. Keadaan Ekonomi
Desa Bonto Haru memiliki kelembagaan ekonomi yang terdiri dari
industri kerajinan, toko/swalayan,  dan kelompok simpan pinjam.
Kelembagaan ekonomi tersebut dapat menarik beberapa penduduk
untuk menjadi karyawan.
Sedangkan jika dilihat   dari tingkat kemiskinan penduduk Desa
Bonto Haru di bagi menjadi dua  bagian yaitu jumlah keluarga
prasejahtera, dan jumlah keluarga sejahtera.
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Selain itu desa Bonto Haru memiliki potensi bidang peternakan
dengan populasi ternak sapi.
E. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian wilayah desa
Desa Bonto Haru termasuk dalam wilayah kecamatan Rilau Ale
disebelah timur, desebelah selatan perbatasan dengan Desa
Batukaropa, sebelah utara perbatasan dengan Desa Salassae dan
sebelah barat perbatasan dengan kelurahan Palampang dan
sebelah timur perbatasan dengan Desa Karama. Penggunaan lahan
Bonto Haru memiliki luar wilayah 9.500 km².
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Desa Bonto Haru memiliki berbagai potensi kelembagaan baik
kelembagaan dibidang pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan
dan non pendidikan. Kelembagaan dibidang pemerintahan Desa
terdiri dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW)  dan aparat
pemerintah lainnya dimana proses pemilihan kepala desa dan RW
adalah dipilih.
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Bagan 1.
Struktur organisasi pemerintahan Desa Bonto Haru
KEPALA DESA BPD
SEKRETARIS DESA
KAUR
PEMERINTAHA&
PEMBANGUNAN
KAUR
KEUANGAN
KAUR UMUM KAUR KESRA
KADUS 1 KADUS II LL KADUS III KADUS IV
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Tugas dan fungsi aparat pemeritah desa
Kepala desa
1. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan
UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
negara kesatuan Republik indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meleksanakan kehidupan demokrasi.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersi dan
bebas dari KKN.
6. Menjalin kerja dengan seluruh mitra kerja dengan pemerintah
desa.
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang –
undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
10.Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11.Mendamaikan perselisihan masyarakat desa yang dapat
dibantu oleh lembaga adat desa.
12.Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13.Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial
budaya dan adat istiadat.
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14.Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
15.Mengenbangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.
16.Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
Bupati/Walikota. Memberikan laporan keterangan kepada BPD
serta mengimpormasikan laporan penyelengaraan pemerintah
desa kepada masyarakat.
17.Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan
kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu kali dalam satu
tahun.
18.Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu
kali satu tahun.
19.Mengiformasikan laporan penyelengaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat dapat serupa selebaran yang ditempelkan
pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai
pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
20.Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada
bupati/walikota melalui camat dan BPD.
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Sekertaris desa
1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi
semua urusan/kegiatan sekertaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekertaris desa dan
keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat – menyurat, kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat
hasil- hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan
administrasi pemerintahan.
10.Melaksanakan administrasi penduduk, administrasi
pembangunan, admistrasi masyarakat.
11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Kepala seksi pemerintahan dan pembangunan
1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap
masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
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3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan.
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT.RW
dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan
desa dan keputusan kepala desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembanguan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina tapol dan kegiatan
sosial politik lainnya.
Kepala urusan keuangan
1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala
desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang
– undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan
desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelolah oleh
desa.
4. Melakukan kegiatan administrasi keungan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBD untuk dikonsultasikan
dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertasir desa.
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Kepala urusan umum
1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat – surat
desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata
kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian
alat kantor, pemeliharan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan
piket.
4. Melaksanakan dan mengusahan ketertiban dan kebersihan
kantor dan bangunan lain milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
7. Melaksakan persiapan penyelengaraan rapat dan penerimaan
tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa.
Kepala seksi kesejahtraan sosial dan kemasyarakatan
1. Melaksanakan kegiatan admistrasi pembangunan desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam
pembangunan desa.
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3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisis data
memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna
pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/
daftar isian kegiatan.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. faktor – faktor yang mempengaruhi terpilihnya Baharuddin, S.Pd
sebagai kepala Desa Bonto Haru.
Runtuhnya rezim orde baru melahirkan era transisi bernama
reformasi dengan liberalisasi politik. Otoriterisme negara kemudian
melemah dan wacana terbuka dan partisipasi politik menjadi arus balik
yang mewarnai dinamika politik indonesia.
Satu fenomena menarik adalah munculnya kekuatan – kekuatan
politik di level nasional maupu lokal. Orientas kelompok kepentinganyang
dahulu menjadi bagian tak terpisah dari negara menjadi sel – sel baru
yang makin mendominasi politik indonesia. Kelahiran kekuatan informal
tersebut juga bisa dibaca sebagai efek bola salju dari otoriterisme.
Ahmad Husni Mubarak (2008 :49-50)
Tulisan ini akan menjelaskan fenomena society yang menjelma
menjadi suatu kekuatan besar dan mendominasi kekuatan politik formal.
Fenomena tersebut bisa juga disebut sebagai fase kebangkitan elit – elit
lokal. Elit lokal menjadi local strong man dan teroganisir baik dalam
bentuk organisasi maupun yang kapasitasnya sebagai elit kultur. Untuk
memudahkan pembaca kita terdapat konsep society – monoistic atau
berpusatnya kekuatan society pada representasi simbolik(komunitas
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kultur), maka penulis melakukan studi kasus pada dominasi politik dan
kekuasaan andi dalam kontektasi politik lokal di bulukumba sulawasi
selatan.
Menurut Haryanto (2005:72), elit biasa diartikan sebagai
seseorang, atau kelompok yang memiliki keunggulan yang melekat pada
dirinya sehingga menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh
pada cabang, kehidupan tertentu. Dengan demikian elit bisa terbentuk
dalam beragam bidang, baik politik,ekonomi dan budaya.
Era liberalisasi politik yang mengandaikanpartisipaasi pada
akhirnya memberi angin segar pada elit – elit lokal khususnya elit kultur
dalam pengusaan politik. elit kemudian tumbuh sebagai pusaran baru
yang memenangkan pertarungan politik karena basis massa dan modal
sosial yang kuat. Kemunculan kembali entitas politik  masa lalu secara
fenomena local strong man menimbulkan implikasi pada pergeseran state
formation dan social formation. AA GN Ari Dwipayana (2004).
Pemilihan kepala Desa Bonto Haru yang berlangsung sejak tahun
1989 sebagi manifestasi politik disentralisasi kemudian menjadi
kesempatan emas bagi kebangkitan elit politik lokal. fenomena ini bisa
disebut juga sebagai refeodalisasi yakni bangkitnya kolompok –
kelompok primordial dalalm politik. Dalam konteks yang lebih nyata,
refeodalisasi melahirkan praktik informal governance atau shadow state.
Fenomena ini bukan hal yang baru, pada tataran teoritis pembicaraan
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tentang hal ini sudah muncul sejak tahun 1990-an. Barbara Harris-white
(2003) menemukan bahwa praktik shadow state akan mewabah kuat di
daerah seiring otonomi daerah. Kekuatan itu dibangun oleh struktur sosial
baik berupa kelas, kasta dan gender merepresentasikan diri sebagai elit
masyarakat . Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (2007).
Penguasaan simbolik dan modal sosial elit lokal seperti
bangsawan Andi di Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadikan kelompok
kultur tersebut melakukan praktik dominasi yang sangat kuat. Basis –
basis massa yang dikuasai para bangsawan “Andi” tidak saja secara
genetika, tetapi juga penguasaan ekonomi yang sifatnya warisan dari
leluhurnya. Modalitas politiknya kemudian terakumulasi sehingga
mendominasi pertarungan politik. Warisan kerajaan masa lampau yang
masih berpengaruh di Sulawesi Selatan hingga sekarang adalah
pengaruh bangsawan di bidang sosial politik. Bangsawan bugis yang
bergelar “ Andi” dan bangsawan Makassar bergelar ‘Karaeng’ secara
historis memiliki  posisi terhormat dalam masyarakat.
Keluarga bangsawan Sulawasi Selatan yang umumnya memiliki
tanah yang cukup luas serta banyak bekerja sebagai pegawai
pemerintahan dan politisi. Dalam stuktur  stratifikasi sosial, meraka
tergolong kelompok elit bersama dengan para profesional, pengusaha,
intelektual, agamawan, dan sebagainya. Dalam konteks kekinian,
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bangsawan tersebut masih memakai peran sebagai patron dengan
memelihara hubungan dengan para pengikutnya (client) .
Desa Bonto Haru Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
sebagai salah satu daerah di Sulawasi Selatan juga sangat kental
dengan dominasi elit kultur sejak tahun 1989. Awal terbentuknya desa
tersebut sampai pada tahun 2013yang menjabat sebagai kepala desa
yaitu dari golongan bangsawan. Masyarakat yang masih sangat
primordial memandang kekuasaan bersifat genetika dan itu hanya milik
bangsawan saja yang secara historis memiliki jejak kepemimpinan. Hal
ini di juga di perkuat oleh pendapat Kepala Dusun H. Alimuddin
“Jadi dari dulu di Desa Bonto Haru ini yang menjadi kepala
Desa itu dari kaum bangsawan yang pertama yaitu H. Andi.
Muh. Dahlan yang menjabat selama 4 tahun. Kemudian Andi.
Muh. Nur selama 8 tahun, lalu Andi Mattuppuang S.Sos.
selama 10 tahun.”
Dari wawancara diatas terlihat bahwa kaum  bangsawan di Desa
Bonto Haru telah lama mendominasi struktur kekuasaan dan hal itu
mampu bertahan bertahun - tahun.
Kepala desa yang memiliki status bangsawan, merupakan orang
yang paling dihormati. Sebab, konteks masyarakat desa, mereka yang
merupakan golongan bangsawan bahkan tanpa memiliki jabatan
struktural apapun sangat dihargai dan diikuti petuahnya. Apalagi jika
seorang bangsawan adalah kepala desa. Sistem pemerintahan desa
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yang dipimpin oleh bangsawan cenderung sangat cair, dan tidak kaku.
Figur kaum non bangsawan terdahulu belum bisa mengalahkan kaum
bangsawan karena kaum non bangsawan tidak mempunyai modal yang
cukup untuk menarik masyarakat agar memilih kaum non bangsawan .
Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa
terjadi pergeseran dalam perilaku pemilih Desa Bonto Haru yaitu mereka
pada pemilihan kepala desa periode 2013 sampai sekarang mereka
mayoritas memilih kepala desa yang bukan dari golongan bangsawan
justru yang berasal dari golongan biasa yaitu seorang PNS. Dari hal
tersebut terlihat perubahan sikap pada perilaku pemilih.
Tabel 2. Perolehan suara calon kepala desa
Di Desa Bonto Haru tahun 2013
Nama Perolehan suara
Andi Lidiawati
Andi Samsir
Lukman
Baharuddin
419
146
113
751
Sumber : arsip Desa Bonto Haru tahun 2013
Dari tabel tersebut pada saat pemilihan kepala Desa Bonto Haru
yang mencalonkan sebagai kepala desa ada empat orang. Dua kandidat
berasal dari kaum bangsawan dan selebihnya merupakan kandidat dari
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kaum non bangsawan pada saat pemilihan kandidat pertama yang
bernama A.lidiawati memperoleh suara sebesar 419 dan kandidat kedua
yang bernama A.Samsir memperoleh suara 146 kandidat ketiga yang
bernama lukman memperoleh suara 113 dan kandidat ke empat yang
bernama Baharuddin yang memperoleh suara terbanyak yaitu 751 suara
adapun strategi yang di gunakan kaum bangsawan yaitu dengan
penguasaan simbolik dan sosial sedangkan strategi yang di gunakan
kaum non bangsawan yaitu dengan membangun figur yang bersahaja
dan bermasyarakat.
Dari data tersebut dapat disimpulkan yang menjadi kepala desa
terpilih adalah Baharuddin S.Pd yang bukan dari golongan bangsawan.
Baharuddin merupakan mantan seorang guru yang sudah menjadi
Pegawai negeri sipil. Meskipun yang menjadi lawan berat dari Bahruddin
S.Pd adalah seorang bangsawan yang telah banyak mendapatkan
keuntungan dari kebangsawanan tersebut namun dia mampu
mengalahkannya dengan selisih suara yang cukup jauh dengan strategi
yang dilakukan oleh baharuddin S.Pd yang mampu mengubah pola
perilaku pemilih.
Pola perubahan perilaku masyarakat Bonto Haru di pengaruhi oleh
citra yang di bangun dari baharuddin S.Pd yang dianggap mampu untuk
memberikan perubahan pada pola kepemimpinan sebelumnya hal ini di
dukung oleh pendapat Hj. Mardiani :
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“karena dia baik pada masyarakat dan dia belajar dari
kegagalan tahun yang lalu – lalu bahwa apabila kita ingin
menjadi seorang pemimpin bukan hanya kita baik pada
masyarakat tapi karena kita juga harus tau dan mau mendengar
keluhan dari masyarakat itu sendiri.”
Masyarakat Bonto Haru yang mayoritas kehidupannya
menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan perkebunan dan
dalam suasana kehidupan mereka menjunjung tinggi semangat gotong –
royong yang sangat kuat maka dari itu mereka mengharapkan pemimpin
yang tidak hanya menjadi pemimpin tetapi mereka juga mampu
menampung aspirasi masyarakat dan dapat di libatkan secara maksimal
dalam kegiatan desa.
Dalam konsep stratifikasi sosial ( R Soepomo 1966 :51) perilaku
pemilih di desa Bonto Haru juga dapat di golongkan kedalam suatu
lapisan yaitu :
1. Ukuran kekayaan
Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk
dalam lapisan teratas. Di desa Bonto Haru memiliki
kelembagaan ekonomi yang terdiri dari industri kerajinan,
toko/swalayan, dan dari kelompok simpan pinjam dan mayoritas
di desa bonto haru pemilik kelembangaan ekonomi tersebut
adalah bangsawan Di Desa Bonto Haru terlebih lagi pemilik
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tanah yang paling banyak adalah bangsawan yang sejak dulu
telah memiliki aset lahan tersebut.
2. Ukuran kekuasaan
Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai
wewenang terbesar menempati lapisan atas. Di desa Bonto
Haru kepala desa adalah pemiliki wewenang yang berpengaruh
dan mampu mengerakkan msyarakat karena hal itu telah di
bangun dari sejak tahun 1989 dimana selain mereka
mempunyai wewenang secara pemerintahan namun mereka
juga mampu menjadi interpretasi dari kesejahteraan
masyarakat.
3. Ukuran kehormatan
Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran
kekayaan dan/atau kekuasaan.orang yang paling disegani dan
dihormati, mendapat tempat yang teratas.ukuran semacam ini
banyak dijumpai pada masyarakat – masyarakat tradisional.
Biasanya mereka adalah golongan bangswan atau mereka
yang pernah berjasa. Di desa bonto haru bangsawan yang
bergelar andi mereka dianggap memiliki kelebihan dari segi
kepemimpinannya karena mereka menggangap bahwa seorang
pemimpin yang baik adalah mereka yang mempunyai keturunan
seorang bangsawan. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah
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yang berkembang di desa tersebut dimana bangsawan –
bangsawan terdahulu mampu memimpin dengan baik dan
memberikan kesejahteraan di masyarakat. Dalam masyarakat
bugis mereka yang berdarah biru dianggap terlahir untuk
menjadi pemimpin di masyarakat.
4. Ukuran ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat
yang mengahargai ilmu pengetahuan. Di desa bonto haru
pendidikan masyarakat bonto haru tergambarkan pada tabel
tersebut :
Tabel 3. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Bonto Haru
No. Jenjang Pendidikan Jumlah
1 Sekolah Dasar 407
2 SLTP 287
3 SLTA 45
4 Diploma satu (D1) 35
5 Diploma dua (D2) 29
6 Diploma tiga (D3) 32
7 Strata satu (S1) 45
8 Strata dua (S2) 3
9 Strata tiga (S3) -
Sumber : Arsip Desa Bonto Haru tahun 2013
69
Dari data 2.463 jumlah penduduk hanya 189 orang yang memiliki
kualitas pendidikan yang sesuai dengan kategori kualitas kepemimpinan
yang baik. Melihat hal tersebut lapisan masyarakat di desa bonto haru
tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.
Keterpilihan Baharuddin menjadi kepala desa karena masyarakat
melihat bahwa baharuddin mampu untuk menjadi pemimpin karena
baharuddin mampu mendengarkan banyak pendapat dari masyarakat
serta baharuddin bersikap dan berperilaku sesuai pemimpin yang
diharapkan oleh masyarakat desa bonto haru hal ini dungkapkan oleh
masyarakat bonto haru yaitu Bustan K.
“baik pada masyarakat dan dia tidak sombong selalu bisa
menerima pendapat dari orang lain yang lebih tua darinya
Meskipun Baharuddin tidak memiliki modal sosial primordial tetapi
dia memiliki modal sosial – ekonomi yang harus di miliki oleh kepala desa
hal di ungkapkan oleh Kepala Urusan Keuangan Hamza M
“karena adanya hubungan yg kuat antara masyarakat dengan
calon kepala desa dimana disini masyarakat menilai dari baik dan
punya latar belakang yang terpandang ditengah masyarakat.
Keterpilihan bangsawan yang berlangsung cukup lama
dipengaruhi oleh ketergantungan masyarakat pada bangsawan dimana
rata – rata dari mereka adalah pemilik lahan perkebununan, pertanian
dan masyarakat menjadi buruh dari mereka sehingga masyarakat
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memiliki ketergantungan karena jika mereka diketahui tidak memilih
bangsawan tersebut maka mereka akan diberhentikan sementara Di
Desa Bonto Haru mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian
dan perkebunan namun buruh tersebut kemudian memiliki peningkatan
perekonomian sehingga mereka mampu untuk memiliki lahan sendiri.
Terpilihnya Baharuddin S.Pd sebagai Kepala Desa Bonto Haru
Kecamatan Rilau Ale juga didukung oleh faktor komunikasi yang baik
antara Baharuddin dan masyarakat setempat. Dengan adanya
komunikasi yang baik maka terciptalah hubungan emosional antara
masyarakat dan kandidat calon kepala daerah sehingga mampu
membawa kemenangan untuk sang calon tersebut. Azis . S, Kepala
Dusun Bontosunggu.
“Bapak Baharuddin terpilih sebagai kepala desa disini karena
ikatan antara beliau dengan masyarakat (jaringan), adanya
hubungan emosional yang kuat pada lingkungan disini.  Dari cara
sosialisasi yang baik inilah masyarakat menganggap Baharuddin
layak sebagai pemimpin desa”
Modal Sosial biasanya dilihat dari tiga hal yaitu dukungan grup
kolektif, jaringan, dan reputasi. Dukungan grup kolektif biasanya diukur
dari angka statistik yang diterima oleh kandidat (jika dalam pemilihan
umum), dalam kasus ini adalah dukungan yang diberikan oleh
masyarakat setempat. Jaringan berasal dari kelompok sosial dimana
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sang kandidat turut terlibat, dan reputasi adalah seberapa diketahuinya
pemimpin lokal oleh masyarakat.
Umumnya jaringan lebih banyak dimiliki oleh pemimpin lokal
dibandingkan dukungan grup kolektif dan reputasi, walaupun bukan
berarti kedua hal tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh pemimpin lokal.
Hal ini dikarenakan jaringan yang semakin luas membuat pemimpin lokal
lebih banyak memiliki informasi sehingga memudahkan pemimpin lokal
dalam mengakses banyak hal maupun mempengaruhi sesuatu
keputusan karena dianggap sebagai pihak yang lebih mengerti
dibandingkan yang lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh (Sajogyo dan Sajogyo, 2002; Iberamsjah, 1988; Patton,
2003; dan Ginting, 1999).
Penjabaran modal sosial adalah penampilan organisasi sosial,
seperti kepercayaan, norma – norma (atau hal timbal balik ), dan jaringan
(dari ikatan – ikatan masyarakat ), yang dapat memperbaiki efisiensi
masyarakat dengan mempasilitasi adanya koordinasi dan kerja sama
bagi keuntungan bersama . Putnam, et al (dalam suharto, 2007).
Banyak faktor yang menyimak peran khas gerakan sosial. Mereka
melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara utama untuk menata
ulang masyarakat moderen (Blumer, 1951:154), sebagai pencipta
perubahan sosial(killian,1964:426), sebagi aktor historis (Touraine 1977:
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298), sebagai agen perubahan kehidupan politik atua pembawa proyek
historis (Eyerman & Jamison,1991:26).Baharuddin  S.Pd ( pak desa)
“Saya belajar dari kesalahan tahun – tahun sebelumnya bahwa
kita harus harus mendekati masyarakat dengan cara kita sendiri,
mendamaikan perselisihan yang terjadi membina dan mengayomi
masyarakat desa”
Berdasarkan yang telah dilakukan Baharuddin S.Pd maka penulis
melihat cara gerakan sosial yang telah beliau lakukan yaitu
menyesuaikan diri dengan agen perubahan lainnya misanya kriteria
pertama, perubahan berasal “dari bawah”, melalui aktifitas yang
dilakukan oleh masyarakat biasa dengan derajat “kebersamaan” yang
berbeda – beda. Jadi gerakan sosial yang terjadi adalah tindakan kolektif
yang diorganisir secara longgar, tampa cara terlembaga untuk
menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka.
Penekanan serupa ditemukan juga oleh defenisi beberapa ahli,
diantaranya adalah
1. Upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru
(blumer, 1951:199)
2. Upaya kolektif untukmengubah tatanan norma dan nilai
(smelser 1962 : 3).
Dari gerakan sosial, modal sosial, perilaku dn komunikasi yang
baik antara Baharuddin S.Pd terhadap masyarakat Bonto haru itulah
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yang membuat masyarakat ingin memilih Baharuddin yang tergolong non
bangsawan. Andi siking
“Ini di Bonto Haru , kalau pendekatan agama cepat sekali, seperti
yang dilakukan pak Baharuddin (kepala desa). karena pendekatan
agama, dengan membantu pebaikan mesjid, cocok sekali orang
Bonto Haru dengan pendekatan itu saya liat. Keberhasilan pak
Baharuddin dengan menggunakan pendekatan ke masyarakat,
apa lagi namanya, dia menghormati/menghargai orang ketemu
dengan masyarakat, menyapa langsung dan mengajak datang ke
rumahnya untuk apa yang bisa kita rembugkan sehingga
kampungta bisa berhasil.”
Dari hal tersebut, kita mungkin bisa menilai bahwa masyarakat
Bulukumba sama dengan masyarakat lainnya di daerah di Sulawesi
Selatan menunjukkan karakter yang memiliki kepekaan sosial yang cukup
tinggi diantara lingkaran sosialnya, penilaian mereka berdasar atas
perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau dalam hal ini seorang
calon, selain itu aspek nilai religius yang cenderung menjadi
pertimbangan mereka dalam mempercayai serta mengikat pada satu
aturan yang selanjutnya menjadi acuan dalam berkeputusan serta
bertindak. Masyarakat sangat menjunjung dan mendambakan terciptanya
hubungan emosional yang kuat pada lingkungan mereka berinteraksi,
pada tahap prosesnya setiap orang berupaya sedemikian cara untuk
berlaku loyal untuk menjaga hubungan emosional tersebut karena
dianggap penting juga bagi pemenuhan kebutuhan - kebutuhan sosial.
Semakin tinggi tingkat hubungan sosial mereka semakin besar pula
ikatan keselarasan mereka di lingkungan sosial, hubungan emosional
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tersebut tidak lantas begitu saja tercipta dengan kuat hanya karena
kontribusi seseorang pada yang lainnya melainkan hubungan tersebut
teramu dalam beberapa waktu hingga kepercayaan diantara mereka dan
secara sadar merasa penting untuk menjaga hubungan - hubungan
tersebut dengan terus tetap berusaha berinteraksi dengan berbagai
bentuk.
B. persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan golongan non
bangsawan.
Di Desa Bonto Haru berkembang persepsi bahwa selama ini yang
mampu menjadi pemimpin baik adalah kalangan bangasawan namum
terjadi pergeseran dari perilaku masyarakat dengan keterpilihan non
bangswan yang sudah mampu menyamai atau melebihi kepemimpinan
bangsawan – bangsawan sebelumnya
Dalam prakteknya Baharuddin S.Pd di anggap mampu
mengakomodasi harapan – harapan masyarakat Bonto Haru yang
sebelumnya tidak dapat diakomodosi oleh para pemimpin bangsawan.
Masyarakat menganggap kepala desa yang sekarang tidak membuat
jarak antara pemimpin dan yang dipimpinya dengan aspirasi dari
masyarakat lebih di dengar olehnya dan lebih dilibatkan dalam kegiatan –
kegiatan desa.
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Keterpilihan yang di peroleh Baharuddin S.Pd inilah yang
memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan Desa Bonto
Haru.buk fitri
“Pelayanan kantor desa sekarang lebih baik dari tahun – tahun
sebelumnya dan tinggat pelayanannya semakin bagus karena
pelayanan yang paling di utamakan seumpama ada kasus pasti
diselesaikan di kantor desa secara kekeluargaan”.
Dari haril wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap
masyarakat tentang bagaimanan kinerja Baharuddin S.Pd setelah
menjadi kepala desa yang baru, maka penulis membandingkan
kepemimpinan yang baru dengan yang lama, dengan mewawancarai
dengan andi rustan
“dari tahun sebelumnya cuman sedikit perubahahn yang terjadi
secara kualitas belum memadai dan setelah terpilih pak
baharuddin kantor desa sangat betul – betul melayani masyarakat
dan banyak perubahan yang terjadi salah satunya banyak
menyumbangkan atau memfasilitasi kantor desa, penyediaan air
bersih di desa, perbaikan jalanan di lorong – lorong dll”
Dari pendapat masyarakat tersebut maka penulis melihat bahwa
harapan masyarakat sebelum memilih Baharuddin S.Pd sebagai kepala
desa telah dapat terlihat selama dua tahun lebih kepemimpinannya
sehingga tidak menutup kemungkinan dengan citra yang terus dibangun
oleh Baharuddin S.Pd memungkinkan untuk semakin berkurangnya
kekuatan bangsawan di Desa Bonto Haru dan lebih meningkatkan
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pengaruh non bangsawan. Sesuai yang di katakan Hasanuddin selaku
anggota masyarakat sebagai berikut
“Saya melihat dalam kepemimpinannya bahwa pelayanan pablik
sekin bagus di banding yang duluh selama ini kita di pimpin oleh
bangswan di mana mereka terkesan menjaga wibawa. Jika kita
bertemu mereka harus memberikan penghormatan lebih dimana
terkesan bahwa masyarakat yang melayani pemimpinnya”.
Berdasarkan hal tersebut maka sistem yang selama ini dibangun oleh
bangswan ternyata tidak di harapka oleh masyarakat. Mereka
mengharapkan bahwa pemimpin seharusnya tidak menjadikan dirinya
sebagai kekuasaan sehingga mereka harus lebih di hormati di banding
yang lain padahal kepala desa seharusnya mampu mengayomi
masyarakatnya dengan membangun relasi dua arah dengan
masyaratnya. Ini juga di ungkapkan salah satu ibu PKK Damrana :
“Sejak Baharuddin terpilih menjadi kepala desa pengaturan dana
desa lebih di ketahuai dan ibu PKK lebih banyak membuat
kegiatan seperti olah raga bersama setiap hari minggu dan
kegiatan lainnya”.
Dari pernyataan – pernyataan narasumber maka persepsi yang
terbangun di masyarakat mengenai kepemimpinan dari baharuddin adalah
masyarakat merasa puas karena harapan – harapan mereka telah di
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penuhi oleh kepala. Tidak menutup kemungkinan selama sikap baharuddin
tesebut berlaku berkesinambungan maka dia akan mampu menjadi kepala
desa pada periode berikutnya.
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BAB VI
PENUTUP
A.kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “keterpilihan
kalangan non bangsawan pada pemilihan kepala Desa Bonto Haru
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, yang telah diuraikan dalam
bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya
perubahan pola pikir masyarakat hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa
faktor:
1. faktor – faktor yang mempengaruhi terpilihnya Baharuddin, S.Pd
sebagai kepala desa bontoharu yaitu modal sosial dan modal politik.
Modal Sosial yang dimiliki Baharuddin, S.Pd yaitu tingkat
kepercayaan dari masyarakat yang tinggi, religius, dan sikap
kekeluargaan yang dibangun dimasayarakat serta dia juga berasal
dari keluarga terpandang. Modal Politik dari baharuddin yaitu dia
merupakan pegawai negeri sipil dan mantan guru, serte dia banyak
terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Persepesi masyarakat pada kepemimpin Baharuddin, S.Pd selama 2
tahun yaitu baharuddin diangga telah mampu memenuhi harapan
masyarakat melebihi kaum bangsawan yang pernah menjabat
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sebelumnya. Hal itu terlihat dengan meningkatnya kualitas
Infrastruktur dan Suprastruktur serta meningkatnya keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan desa.
B.Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan
saran yang dapat memberikan  masukan sebagai berikut :
1. Sebainya masyaraka tidak lagi mengedepankan persoalan gelar
bangsawan maupun bukan bangsawan, tetapi lebih pada kualitas
calon pemimpinnya.
2. Masyarakat harus menjadi pemilih yang lebih rasional dengan melihat
pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa.
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